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PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

Menimbang :

Mengingat : 1.

2.

3.

4.

5.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110
ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4444);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4849);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5023);
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059 );

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993
Nomor 80, Tambahan Lenbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3528);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang
Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3527);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang
Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3530);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang
Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4227);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insenif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 694);

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun
1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan
Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun
1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan
Bermotor;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63
Tahun 1993 tentang Ambang Batas Laik Jalan
Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta
Tempelan, Rumah-rumah, Bak Muatan dan
Komponen-komponennya;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 72
Tahun 1993 tentang Perlengkapan Kendaraan
Bermotor;

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor
141/2003 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang
Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan
Bermotor yang sedang di Produksi;

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
5/2006 tentang Ambang Batas Kendaraan Bermotor
Lama;

Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor
1076/2005 tentang Kompetensi Penguji Kendaraan
Bermotor;
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25.

26.

27.

28.

Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor
2752/2006 tentang Pedoman Teknis Buku Uji
Berkala dan Tanda Uji Berkala Kendaraan Bermotor
serta Tanda Samping Kendaraan Bermotor;

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun
2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 3);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SINJAI

dan

BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan.

3. Bupati adalah Bupati Sinjai.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Badan Legislatif Daerah.

5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-5-

7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi

Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

8. Penguji adalah setiap tenaga Penguji yang dinyatakan memenuhi

kualifikasi teknis tertentu dan memiliki Sertifikat serta tanda kualifikasi

teknis sesuai jenjang kualifikasinya.

9. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah kegiatan teknis yang dilakukan

oleh Pemerintah kabupaten atau Unit yang ditunjuk untuk melakukan

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, guna menjamin agar Kendaraan

Bermotor Wajib Uji selalu dalam keadaan laik secara berkala.

10. Pengujian Penghapusan adalah kegiatan teknis yang dilakukan oleh

Pemerintah Kabupaten Sinjai untuk melakukan pemeriksaan fisik,

penilaian pemberian nilai bobot yang akan dihapus berdasarkan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

11. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan yang beroda dua atau

lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan

digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lain yang

berfungsi untuk mengubah Sumber Daya Energi lainnya tertentu menjadi

tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat

berat dan alat-alat berat yang bergerak.

12. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan

Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, wajib diujikan untuk

menentukan Kelaikan Jalan, yaitu : mobil bus, mobil penumpang, mobil

umum, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta

tempelan yang dioperasikan di jalan.

13. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan

untuk mengangkut orang atau barang dan dipungut bayaran.

14. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi

sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk (seat) tidak termasuk

tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan

bagasi.

15. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor selain dari mobil

penumpang yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk dan

dilengkapi dengan bagasi.

16. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari mobil

penumpang dan bus.

17. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan

bermotor untuk barang yang kegunaannya untuk keperluan khusus atau

mengangkut barang-barang khusus.

18. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut

barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan

dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.

19. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk

mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik yang sebagian beban

ditumpu oleh kendaraan penariknnya.


